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ABSTRACT

Land acquisition for railway development is one of the government's efforts
to improve regional connectivity, facilitate community mobility, and promote
economic growth. One of these projects is the construction of the Makassar -
Parepare railway line in Punranga Village, Ma'rang District, Pangkep Regency. The
conversion of land use, particularly agricultural land, into railway infrastructure has
the potential to affect the economic conditions of landowners who receive
compensation. This study aims to analyze the economic conditions of compensation
recipients before and after land acquisition, identify the economic impacts resulting
from the land acquisition process, and examine the community's responses to the
implementation of land acquisition for railway development. This research
employed a descriptive qualitative method. Data were collected through direct
interviews, questionnaires, observations, and document analysis concerning the
economic conditions of compensation recipients, the perspectives of village
officials, and other stakeholders involved in the land acquisition process in
Punranga Village.

The results of this study indicate that: first, land acquisition led to a decline
in the economic conditions of most compensation recipients. Second, the land
acquisition generated positive economic impacts, including improved
transportation cost efficiency, increased accessibility, and the creation of new
employment opportunities around the railway station. However, the negative
impacts were more dominant, particularly for compensation recipients, including
changes in livelihood structures due to the reduction of agricultural land, decreased
income resulting from lower agricultural production, and the loss of productive
assets previously represented by paddy fields. Third, the people of Punranga Village
generally expressed neutral responses toward the railway development, while
compensation recipients tended to respond negatively because of the economic
losses they experienced. Fourth, solutions to mitigate these negative impacts
include sustainable community economic empowerment programs, such as
providing more productive forms of compensation, vocational skills training,
business capital assistance, employment opportunities, and guidance in managing
compensation funds effectively.

Keywords: Land Acquisition, Economic Impact, Compensation.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuatu dari alam yang sangat bernilai bagi kehidupan kita adalah
tanah, karena tanah memiliki nilai historis sejarah yang sangat tinggi dan
memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia (J. Abdullah, 2020).
Tanah yang mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, sehingga
status dan kepemilikannya selalu dijaga. Selain untuk tempat tinggal, tanah
juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya aktivitas politik, ekonomi, sosial
dan budaya. Selain itu, tanah juga berperan dalam meraih kesejahteraan. Ini
terjadi karena tanah dapat menjadi faktor pendorong ekonomi bagi individu
maupun kelompok masyarakat (Asyambahi, 2023). Maka dapat dikatakan
segala bentuk kegiatan manusia dilihat dari apa pun bentuknya tidak bisa
terlepas dari kebutuhan akan tanah. Hubungan antara tanah dengan manusia
merupakan hubungan yang abadi (Arba, 2020). Tanah merupakan aspek
penting bagi kehidupan manusia, tanah merupakan penunjang kehidupan
manusia, maka kita sebagai masyarakat mempunyai norma maupun aturan
yang ditujukan khusus dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan
pemanfaatan tanah untuk kehidupan kita.

Sebagai kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas, tanah
juga mempunyai fungsi sosial sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6
Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang menyebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial”. Maksud dari fungsi sosial hak atas tanah yang tercantum
pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar pokok-pokok agraria (UUPA) menjelaskan bahwa tanah
yang dimiliki seseorang tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan
pribadi, terutama jika hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah
harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisinya, sehingga dapat

memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik tanah



serta masyarakat dan negara. Ketetapan ini menjadi dasar bahwa
kepemilikan tanah oleh seseorang harus dilepaskan jika tanah tersebut akan
digunakan untuk pembangunan guna menjalankan fungsi ekonomi maupun
sosial (Lestari, 2020).

Saat ini, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara tidak
langsung juga meningkatkan kebutuhan akan tanah. Selain kebutuhan untuk
tempat tinggal, kebutuhan akan pembangunan juga semakin meningkat
pesat, baik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pembangunan
merupakan indikator perubahan bagi sebuah negara. Seperti yang kita
ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah
mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Pemerintah sangat berperan penting dalam proses mobilisator
pembangunan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
serta pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada
aspek pemberdayaan masyarakat akan tetapi juga pada aspek
infrastrukturnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan sarana
prasarana publik lainnya. Pembangunan pada aspek infrastruktur yang lebih
memerlukan ruang atau tanah luas harus tetap mempertimbangkan
ekosistem lingkungan. Pembangunan perlu dilakukan akan tetapi
pembangunan haruslah tidak merusak lingkungan (Muassirah, 2023).

Dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan yang
semakin tinggi hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah
saat ini yang semakin terbatas. Kondisi keterbatasan tanah ini akhirnya
yang mengharuskan pemerintah menyediakan tanah untuk kepentingan
pembangunan melalui kegiatan pengadaan tanah (D.Tantja, 2021).
Pengadaan tanah itu sendiri merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak
menerima ganti rugi. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum melalui proses pelepasan hak atas tanah, yang selama

ini dijalankan oleh pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan



pemerintah selalu menjadi isu yang sangat penting dan memicu
berbagai penilaian kritis dari berbagai lapisan masyarakat (Harahap, 2023).
Pada dasarnya pengadaan tanah bertujuan untuk memperoleh tanah untuk
berbagai kebutuhan pembangunan terutama untuk kepentingan umum
(Supit et al., 2021).

Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan hal yang tidak bisa
dihindari, kemajuan suatu daerah ditandai dengan meningkatnya
pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (Lubis, 2021). Salah
satu pembangunan yang sangat pokok bagi masyarakat yakni pembangunan
fasilitas transportasi. Sarana transportasi salah satu kebutuhan pokok untuk
menyokong perekonomian. Pada daerah-daerah yang sedang berkembang,
transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sarana transportasi
udara, laut, dan darat berperan penting dalam mendorong pembangunan.
Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi yang layak untuk setiap
daerah dilakukan guna mendorong proses pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi nasional (Samudra, 2024).

Perihal pengadaan tanah di Indonesia secara khusus telah diatur dalam
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Undang - Undang Cipta Kerja
Nomor 6 Tahun 2023 dengan peraturan pelaksananya yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diperbaharui oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian lebih
lanjut untuk pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum
pembangunan untuk kepentingan umum yang termasuk dalam kegiatan
Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional (PSN)
merupakan agenda pembangunan prioritas pada masa pemerintahan Joko

Widodo. Dimana agenda tersebut diklaim sebagai pembangunan yang akan



memberikan layanan untuk kepentingan umum. Pengaturan mengenai PSN
diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 42/2021 tentang Kemudahan
Proyek Strategis Nasional (Wardana & Darmawardana, 2024). Kemudian
pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Proyek
Strategis Nasional, PSN dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan/atau badan usaha yang bersumber dari anggaran pemerintah
dan/atau non anggaran pemerintah. Dalam rangka mempercepat
pertumbuhan ekonomi nasional, menteri, kepala lembaga, gubernur dan
bupati/walikota selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional
mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif. Proyek
Strategis Nasional di Sulawesi Selatan salah satunya pada bidang
transportasi, di antaranya pembangunan sarana rel kereta api sepanjang
kurang lebih 145 Km. Dimana instansi yang memerlukan tanah dalam
pengadaan tanah ini adalah Kementerian Perhubungan. Pemasangan rel
pertama dilakukan pada 13 November 2015 di Desa Lalabata, Kecamatan
Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan diujicobakan pada 10 November 2017
(Kurniawan & Israyani, 2023). Rute kereta api ini akan menghubungkan
lima kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Pangkep,
Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Barru, dan Parepare yang diproyeksikan
akan melewati 16 stasiun (Jimmy, 2023).

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu wilayah yang termasuk
dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu pembangunan
infrastruktur jalur kereta api Makassar — Pare-Pare. Infrastruktur yang
dibangun diharapkan mampu meningkatkan dan memudahkan konektivitas
antar wilayah, mengurangi kemacetan, mengurangi penggunaan
transportasi pribadi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
(Muassirah, 2023).

Keberadaan Proyek  Strategis Nasional (PSN) berpotensi
menimbulkan perubahan ekonomi pada masyarakat, baik yang mengarah
pada dampak positif maupun negatif. Hal ini karena pembangunan tersebut

memiliki peran dalam membentuk, mengarahkan, serta mendorong



perubahan ekonomi di suatu area. Penggunaan sarana dan prasarana yang
dibangun melalui PSN secara tidak langsung akan mempengaruhi dinamika
sosial ekonomi di dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada pengadaan
infrastruktur kereta api yang dilaksanakan di Desa Punranga Kecamatan
Ma’rang Kabupaten Pangkep pada tahun 2018, yang mana pembangunan
infrastruktur kereta api ini akan memberikan dampak kepada masyarakat
yang terkena pengadaan tanah ini, dari aspek ekonomi, hal ini tidak dapat
dihindari sebab berubahnya penggunaan tanah akan mengubah juga
perilaku masyarakat. Berdasarkan hal di atas, maka penulis bermaksud
melakukan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul “Dampak
Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Punranga
Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep Bagi Perekonomian Penerima

Ganti kerugian”.

. Rumusan Masalah

Kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu kegiatan pertanahan
yang memiliki banyak dampak pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan
hal tersebut peneliti tertarik untuk menjawab rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi pihak penerima ganti kerugian
pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma’rang
Kabupaten Pangkep sebelum dan sesudah dilakukan pengadaan tanah?

2. Apa dampak ekonomi dari kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel
kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep
baik bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun yang tidak
terdampak secara langsung?

3. Bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Punranga terhadap kegiatan
pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga

Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka

penelitian ini bertujuan untuk:

a)

b)

Mengetahui kondisi ekonomi penerima ganti kerugian pengadaan
tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan
Ma’rang Kabupaten Pangkep sebelum dan setelah pengadaan
tanah.

Mengetahui dampak ekonomi dari kegiatan pengadaan tanah
pembangunan rel kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma’rang
Kabupaten Pangkep baik bagi masyarakat yang terdampak
langsung maupun yang tidak terdampak secara langsung.
Mengetahui tanggapan masyarakat di Desa Punranga terhadap
kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa

Punranga Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

akademis dan praktis sebagai berikut:

a)

b)

Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai
perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak langsung
oleh kebijakan pengadaan tanah, baik dari aspek pendapatan,
pekerjaan, maupun hubungan sosial di lingkungan setempat. Selain
itu penelitian in1 juga bermanfaat secara akademis untuk
memperkaya literatur tentang pengadaan tanah dan pembangunan
infrastruktur, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa
mendatang.
Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, maupun pihak terkait

lainnya dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang lebih



adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,
sekaligus membantu mengidentifikasi potensi masalah ekonomi
yang muncul agar dapat diminimalisir dalam proyek pembangunan

infrastruktur berikutnya.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak

ekonomi pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Punranga,

diperoleh beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis data yang telah

dilakukan dan diuraikan sebagai berikut:

1.

Kondisi ekonomi pihak penerima ganti kerugian pembangunan rel kereta
api di Desa Punranga dilihat dari lima indikator yaitu kepemilikan rumah
dan kondisi bangunan, mata pencaharian, pendapatan, pengeluaran dan
kepemilikan aset kekayaan lainnya. Sebelum kegiatan pengadaan tanah
mayoritas penerima ganti kerugian bekerja sebagai petani dengan tingkat
pendapatan sedang. Hal tersebut ditunjukkan oleh kepemilikan tanah sawah
sebagai aset produktif utama. Namun setelah pelaksanaan pengadaan tanah,
indikator yang paling terdampak yakni indikator pendapatan dimana terjadi
penurunan pendapatan dikarenakan berkurangnya luas tanah sawah yang
menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat yang kemudian
mempengaruhi hasil produksi pertanian masyarakat.

Pengadaan tanah pembangunan rel kereta api di Desa Punranga
menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda bagi masyarakat. Masyarakat
yang tidak terdampak langsung memperoleh manfaat berupa meningkatnya
aksesibilitas, efisiensi biaya transportasi, dan munculnya peluang ekonomi
baru. Sebaliknya, masyarakat terdampak langsung lebih banyak merasakan
dampak negatif berupa berkurangnya lahan pertanian, perubahan mata
pencaharian, penurunan hasil produksi dan pendapatan, serta berkurangnya
aset produktif. Dengan demikian, meskipun pembangunan rel kereta api
memberikan manfaat bagi kepentingan umum, pengadaan tanah belum
sepenuhnya mampu menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang

terdampak langsung.
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3. Tanggapan masyarakat Desa Punranga terhadap pengadaan tanah

pembangunan rel kereta api cenderung beragam. Masyarakat yang tidak
terdampak langsung umumnya memberikan tanggapan netral karena
meskipun merasakan manfaat pembangunan, mereka tidak mengalami
perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi maupun sosialnya.
Sementara itu, masyarakat penerima ganti kerugian cenderung memberikan
tanggapan negatif akibat kehilangan tanah sawah produktifnya dan menilai
ganti kerugian yang diterima belum sebanding dengan manfaat ekonomi

jangka panjang dari tanah yang dilepaskan.

B. Saran

1.

Untuk instansi-instansi terkait kegiatan pengadaan tanah pembangunan rel
kereta api diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian ganti kerugian
dalam bentuk uang, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemberian ganti
kerugian dalam bentuk aset produktif seperti tanah pengganti.

Untuk pemerintah daerah, diharapkan adanya penyelenggaraan program
pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal
usaha, dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat yang mengalami

penurunan pendapatan akibat pengadaan tanah.

. Untuk pemerintah Desa Punranga, diharapkan adanya pembinaan dan

pendampingan kepada masyarakat penerima ganti kerugian serta
memfasilitasi pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat. Serta peran pemerintah dalam membantu
masyarakat penerima ganti kerugian dalam mengelola uang ganti kerugian
yang diterima secara bijak, produktif dan lebih terarah untuk

keberlangsungan hidup.
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